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PUTUSAN
NOMOR 0105/Pdt.G/2018/PA.Sak

Al Al acy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kudap, 30 Mei 1991/27 tahun, agama
Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Siak Sri
Indrapura, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Palas, 07 Maret 1992/ umur 26 tahun,
agama lIslam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, Dahulu di Kabupaten Siak Sri Indrapura namun sekarang tidak
diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti-bukti surat dan

saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Februari
2019yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura,
dengan Nomor 0105/Pdt.G/2018/PA.Sak tanggal 11 Februari 2019, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2013 telah dilangsungkan perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan
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Kuras,Kabupaten Pelalawan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.
21/75/111/2013tertanggal 13 Maret 2013;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis,sedangkan
Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
1 orang anak yang bernama:ANAK KANDUNG, lahir tanggal 04 April 2014;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman orang tua Tergugat yang beralamatkan di Kelurahan Palas
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelelawan sekitar 3 bulan;
kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan sesuai
alamat Penggugat di atas sampai sekarang dan Tergugat sejak bulan
Agustus tahun 2015 hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti
di seluruh wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya
berjalan harmonis, akan tetapi sejakbulan Agustus tahun 2015 rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan
oleh karena;

a) Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan telah menikah lagi;
b) Tergugat bersifat emosional;
c) Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan Agustus tahun 2015 yang menyebabkan antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dengan mengucapkan kata talak. Sehingga sejak saat itu
Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan
sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
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tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat

menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat

untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya

sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap
Penggugat (PENGGUGAT)

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0105/Pdt.G/2018/PA.Sak, tanggal
12 Februari 2019dan tanggal 12 Maret 2019Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut melalui massaRadioRPK SIAK FM 02 MHZ, ternyata tidak
datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati
Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun
tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti surat berupa:
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1. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor
21/75/111/2013 tanggal 13 Maret 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan
Kuras, Kabupaten Pelalawan, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf;

Bahwa, selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor,
bertempat tinggal di Kabupaten Siak Sri Indrapura, Saksi pertama
menerangkan bahwa ia adalah sepupuPenggugat dan bersedia bersumpah
menurut agamanya dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di Pelalawan kemudian pindah rumah
orangtua Penggugat di Perawang;

- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
baik dan harmonis, namun sekarang Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;

- Bahwa, sejak kepergian Tergugat, tidak diketahui lagi keberadaannya
serta tidak pernah mengirimkan nafkah maupun kabar berita sampai
dengan sekarang;

- Bahwa, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama,
Tergugat menjalin  hubingan dengan wanita lain danmelakukan
kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat

- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun
2015 sampai dengan sekarang kurang dari 4 (empat) tahun lamanya;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Siak Sri Indrapura, Saksi pertama

menerangkan bahwa ia adalah sepupu Penggugat dan bersedia bersumpah
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menurut agamanya dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di Pelalawan kemudian pindah rumah
orangtua Penggugat di Perawang;

- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
baik dan harmonis, namun sekarang Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;

- Bahwa, sejak kepergian Tergugat, tidak diketahui lagi keberadaannya
serta tidak pernah mengirimkan nafkah maupun kabar berita sampai
dengan sekarang;

- Bahwa, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama,
Tergugat menjalin hubingan dengan wanita lain danmelakukan
kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat

- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun
2015 sampai dengan sekarang kurang 4 (empat) tahun lamanya;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambahalat bukti lain
dan memberikan kesimpulan tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat
sebagaimana dalam gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan
semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan

menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat
pada 28 Februari 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah

HIm.5 dari 17 him. Putusan No.0105/Pdt.G/2019/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 21/75/111/2013 yang dikeluarkan tanggal 13 Maret 2013, Perkawinan
tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karenanya Penggugat
mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, Penggugat dalam perkara ini Penggugat domisiliJalan AR
Hakim, RT. 010, RW. 005, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak Sri Indrapura,maka alamat tersebut di atas masuk dalam
yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan Penggugat telah nyata datang sendiri menghadap di persidangan
sedangkan Tergugat telah nyata tidak datang menghadap dipersidangan tanpa
alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim
menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir
dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga amanat
dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk
mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, meskipun begitu
Majelis Hakim di setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan
menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim membacakan
gugatanPenggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menggugat cerai
Tergugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat
kepadanya dengan alasan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain
oleh karena sebab tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat dan pada saat terjadi pertengkaran dan perselisihan
tersebut Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan
puncaknya pada tahun 2015Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka
sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan Tergugat tidak diketahui

keberadaannya dan tidak pernah pula memberikan nafkah maupun kabar berita
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dan kepergian Tergugat sudah kurang dari 4 (empat) tahun lamanya. Oleh
karenanya Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat
dengan jalanperceraian;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari
Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini
menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya
kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiildanpula untuk
memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka
sesuai dengan maksud bunyi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat
dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan
perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi dengan pertimbangan
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P), keseluruhannya
telah bermeterai dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Majelis
menilai bukti surat kode (P.), tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti
autentik sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdata
jo.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei jo. Pasal 1
Huruf (f) dan Pasal 2 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perubahan Tarif Bea Meterei dan Besarnya Batas Pengenaan Harga
Nominal yang dikenakan Bea Meterei ;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan bahwa Penggugat dan
Tergugat telah menikah pada 13 Maret 2013dan pernikahan tersebut secara
Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis

Hakim menilai bukti surat (P) telah memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa 2 (dua) orang Saksi yang
dihadirkan oleh Penggugat, yaitu: SAKSI 1 sebagai sepupu satukali Penggugat
dan SAKSI 2 sepupu satu kaliPenggugat,keduanya merupakan orang yang

tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan kesaksiannya dibawah
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sumpah di depan persidangan tentang permasalahan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat. Kesaksian tersebut saling bersesuaian dan relevandengan pokok
perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian keduanya telah
memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana yang
dimaksud Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat Pserta
keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta

sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah
dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat di Pelalawan kemudian pindah rumah orangtua
Penggugat di Perawang;

3. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik
dan harmonis, namun sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
sampai sekarang tidak pernah kembali;

4. Bahwa, sejak kepergian Tergugat, tidak diketahui lagi keberadaannya serta
tidak pernah mengirimkan nafkah maupun kabar berita sampai dengan
sekarang;

5. Bahwa, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Tergugat
menjalin hubingan dengan wanita lain danmelakukan kekerasan dalam
rumah tangga kepada Penggugat

6. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017
sampai dengan sekarang kurang dari 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa seorang suami merupakan imam dalam rumah tangga
yang semestinya memberikan panutan dan keteladanan kepada istri dan anak-
anaknya baik dari sifat, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Namun dalam
perkara a quo, Tergugat justru pergi meninggalkan tanggung jawabnya sebagai

kepada rumah tangga, tidak mempedulikan Penggugat yang hingga kini
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terhitung selama 4 (empat) tahun lamanya.Atas perlakuan tersebut Penggugat
tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh
karenanya Majelis menilai perbuatan Tergugat tersebut telah memberikan

kemudharatan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65
dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Maijelis Hakim telah berupaya
mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi
tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk
rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah
(bahagia), mawaddah (fenfram) dan rahmah (penuh kasih sayang) sulit untuk
terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan
membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang
berbunyi : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, serta firman Allah SWT. dalam Al-

Quran surat Ar-Ruum (30) : 21 artinya sebagai berikut;

{t“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakanuntukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il
halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang
berbunyi:
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Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri
atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri
tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang
menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka,

maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa
alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara
resmi dan patut, maka perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal
149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam
Kitab Tuhfah | halaman 164 yang dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim
yang berbunyi :

g e cilS ) jila el e Ll

Artinya: "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat
dalam Kitab Al Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alih menjadi

pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:
Adallogild) Sadad ol ) g5 o) 3 s ) aild
Artinya : “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu
diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b)dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor

HIm.10 dari 17 him. Putusan No.0105/Pdt.G/2019/PA.Sak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b)dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang
berbunyi:

b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal

lain diluar kemampuannya.

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak bertentangan

dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak
satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya
tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru

meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian
sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 147
Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Panitera
untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mewilayahi Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
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undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta

dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp956.000,00( sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarahmajelis hakim Pengadilan
Agama Siak Sri Indrapura pada hari Senintanggal 24 Juni 2019Masehi
bertepatan dengan tanggal 20Syawal 1440 Hijriyaholeh kami Ahmad
Syafruddin, S.H.l., M.H., sebagai Ketua Maijelis, Subhi Pantoni, S.H.l. dan H.
Muhammad Novriandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan dibantu oleh
Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,

1. Subhi Pantoni, S.H.I Ahmad Syafruddin, S.H.l., M.H

2. H. Muhammad Novriandi, S.H.
PANITERA PENGGANTI,

HIm.12 dari 17 him. Putusan No.0105/Pdt.G/2019/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00
Biaya Alat Tulis Kantor : Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 640.000,00
Biaya Panggilan Termohon : Rp. 210.000,00
Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
Biaya Meterei :Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 956.000,00

IZECUEE D
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